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QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 2 TAHUN 2OO9

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJAKOTA TANGSATAHUN 2OO9

BISM IILAHIRRAHMAN I RRAH I M

DENGAN RAHMAT ALTAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

bahwa untuk memenuhi  ketentuan pasal  185 ayat  (4)  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemer intahan Daerah sebagaimana te lah d iubah untuk kedua kal inya dengan Undang-Unoang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemer intahan Daerah,  Dewan Perwaki lan Rakyat  Kota (DPRK) bersama Wal ikota Langsa te lah
menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun
2009 sesuai  dengan Keputusan Gubernur  Nanggroe Aceh Darussalam Nomor KU.9O3/ l I /2008 tenranR
Evaluasi  Rancangan Qanun Kota Langsa APBK Langsa Tahun Anggaran 2009;

bahwa penYempurnaan sebagaimana d imaksud pada huruf  a,  d i lakukan agar Qanun tentang ApBK
t idak ber tentangan dengan kepent ingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih t inggi ;

bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud pada huruf  a dan huruf  b d i  a tas,  per lu
mene tapkan  sua tu  Qanun ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burni  dan Bangunan (Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana
te lah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3569) ;

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retr ibusi  Daerah (Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana
te lah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Tahun 2000 Nornor  246,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  lndonesia Nomor 4048) ;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
{Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 3688),  sebagaimana te lah d iubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bers ih dar i  Korupsi ,
Kolus i  dan Nepot isme (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1,999 Nomor 75,  Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Langsa (Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor
4110  ) ;

6.  Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ ik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4286\  ;

7.  Undang-Undang Nomor L Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4355) ;
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8 . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik
l ndones ia  Nomor  4389 )

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemer iksaan Pengelo laan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,  Tambahan Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Nornor  4400) ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republ ik  lndonesia Tahun 2004 Nomor 104,  Tambahan Lembaran Nesara Republ ik
lndonesia Nomor 44211 ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemer intahan Daerah sebagaimana te lah d iubah
untuk kedua kal inya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per imbangan Keuangan antara Pemer intah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4438\ ;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemer intahan Aceh (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  lndonesia Nomor 4633);

14.  Peraturan Pemer intah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4138) ;

l -5 .  Peraturan Pemer intah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retr ibusi  Daerah (Lembaran Negara Republ ik
lndoensia Tahun 2001 Nomor 119,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4139\  ;
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Peraturan Pemer intah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler  dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD sebagaimana te lah t iga kal i  d iubah,  terakhi r  dengan Peraturan Pemer intah Nomor
21 Tahun 2007 Perubahan Ket iga atas Peraturan Pemer intah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler  dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemer intah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelo laan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik
lndonesia Nomor 4502).

Peraturan Pemer intah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi  Pemer intahan (Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemer intah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pin jaman Daerah (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 131. ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemer intah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Per imbangan (Lembaran Negara Republ ik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 137,  Tambahan Lembaran Republ ik  Indonesia Negara Republ ik
lndonesia Nomor 45751 ;
Peraturan Perner intah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi  Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemer intah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  lndonesia Nomor
4577]r;

Peraturan Pemer intah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelo laan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemer intah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal  (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,  Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  lndonesia Nomor 4585);
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Peraturan Pemer intah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pernbinaan dan pengawasan
Penyelenggaraan Pemer intah Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 165,  Tamoanan
Lembaran Negara 4593);

Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kiner ja
Instansi  Pemer intah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,  Tamoanan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor L3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo laan Keuangan
Daerah,  sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 59 Tahun 200g
tentang perubahan atas Peraturan Menter i  Dalam Neger i  nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelo laan Keuangan Daerah ;

28-  Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 1,5 Tahun 2006 tentangJenis dan Produk Hukum Daeran;

29.  Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan produk Hukum
Daerah;

30 .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

31.  Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

32.  Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3,  Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2OO7 Nomor 3) ;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKITAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN : QANUN KOTA LANGSA TENTANG ANGGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2OO9

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2009 dengan r inc ian sebagai  ber ikut :

1

I

Pendapatan  Daerah

Be lan ja  Daerah:

Pembiayaan Daerah:

a .  P e n e r i m a a n

b .  P e n g e l u a r a n

Rp 349,395,388,821

Rp 362,795,388,821

Surplus / (Defisit) Rp (13,400,000,000)

Rp 14,400,000,000

Rp 1,000,000,000

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:

Rp 13,4OO,0OO,0OO

f E
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Pasal 2

Pendapatan daerah sebagaimana d imaksud dalam pasal  1 terd i r i  dar i :

a .  Pendapa tan  As l i  Dae rah

b.  Dana Per imbangan

c.  Lain Lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan  As l i  Daerah sebaga imana d imaksud pada ayat  (1 )huru f  a  te rd i r i  dar i :

a .  Pendapatan  Pa jak  Daerah

b.  Ret r ibus i  Daerah

c .  Has i l  Penge lo laan Kekayaan Daerah yang d ip isahkan

d.  La in - la in  Pendapatan  As l i  Daerah yang sah

Rp 24,441,900,000

Rp 31,4,336,488,82I

Rp 10,617,000,000

Rp 4,060,000,000

Rp 12,141,900,000

Rp 54O,O0O,AO0

Rp 7,700,000,000

Dana per imbangan sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  huruf  b terd i r i  dar i :
a. Dana Bagi Hasil Rp 46,725,665,82I
b. Dana Alokasi Umum Rp 228,87t,923,0O0
c.  Dana Alokasi  Khusus Rp 38,739,000,000
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Lain la in Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  huruf  c  terd i r i  dar i :

a .  H ibah  Rp

b Dana Darurat  Rp 3,000,000,000

c.  Dana Bagi  Hasi l  Pajak dar i  Provins i  & Pemer intah Daerah Lainnya Rp 5,617,000,000

d.  Dana Penyusaian dan Otonomi Khusus Rp 2,000,000,000

e.  Bantuan Keuangan dar i  Provins i /dar i  Pemer intah Daerah la innya Rp

f .  Pendapatan Lainnya Rp

Pasal 3

dimaksud dalam pasal  1 terd i r i  dar iBelan ja  Daerah sebaga imana

a.  Be lan ja  T idak  Langsung

b.  Be lan ja  Langsung

Rp 1,85,257,090,643

Rp 177,s38,298,I78

pada ayat  (1)  huruf  a terd i r i  dar i :Belanja Tidak Langsung sebagairnana d imaksud
e  R o l a n i e  F p o r r r r r i

b.  Be lan ja  Bunga

c.  Be lan ja  Subs id i

d .  B e l a n j a  H i b a h

e.  Be lan ja  Bantuan Sos ia l

f .  B e l a n j a  B a g i  H a s i l

g .  Be lan ja  Bantuan Keuangan

h.  Be lan ja  T idak  Terduga

Belan ja  Langsung sebaga imana d imaksud pada ayat  (1 )  huru f  b  te rd i r i  dar i :

a .  Be lan ja  Pegawai

b .  Be lan ja  Barang dan Jasa

c .  Be lan ja  f r4oda l

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebaga imana d imaksud da lam pasa l  1  te rd i r i  dar i  :

a .  P e n e r i m a a n

b.  Penge luaran

P e n e r i m a a n  s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 1 )  h u r u f  a  t e r d i r i  d a r i :

a .  S isa  leb ih  Perh i tungan Anggaran Tahun Anggaran sebe lumnya

b.  Penca i ran  Dana Cadangan

c.  Has i l  Pen jua lan  Kekayaan Daerah yang d ip isahkan

d.  Pener imaan P in jaman Daerah

e.  Pener imaan Kembal i  Pember ian  P in jaman

f .  Pener imaan P iu tang Daerah

P e n g e l u a r a n  s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 1 )  h u r u f  b  t e r d i r i  d a r i :

a .  Pembentukan Dana Cadangan

b.  Penyer taan Moda l  ( lnves tas i )  Pemer in tah  Daerah

c .  Pembayaran Pokok  Utang

d.  Pember ian  P in jaman Daerah

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

163,528,463,763

2,649,850,000

9,535,12 5,000

9,L43,652,480

400,000,000

57,774,006,720
49,333,839,029

70,430,452,429

14,400,000,000

1_,000,000,000

14,400,000,000

1,000,000,000

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
R p

R p

Rp

Rp
Rp

Pasal 5

Uraian lebih lanjut  Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana d imaksud dalam pasal  1,  tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang t idak terp isahkan dar i  Qanun in i ,  terd i r i  dar i  :

1  Lampiran I

2 Lampiran l l
3  Lamp i ran  l l l

4  Lampiran lV

5 Lampiran V

6  Lamp i ran  V l

7 Lampiran Vl l

Ringkasan APBK;

Ringkasan APBK menuru t  u rusan Pemer in tahan Daerah dan Organ isas i  SKPD;

Rinc ian  APBK menuru t  Pemer in tahan Daerah,  Organ isas i  SKPD,  Pendapatan ,  Be lan ja  dan

Pembiayaan;

Rekap i tu las i  Be lan ja  menuru t  u rusan Pemer in tahan Daerah,  Organ isas i  SKPD,  Program

dan Keg ia tan ;

Rekap i tu las i  Be lan ja  Kota  un tuk  Kese larasan dan Keterpaduan Urusan Pemer in tahan

Daerah dan Fungs i  da lam Kerangka Penge lo laan Keuangan Negara ;

D a f t a r  P e r u b a h a n  J u m l a h  P e g a w a i  P e r  G o l o n g a n  d a n  F e r  J a b a t a n ;

Daf ta r  P iu tang Daerah;

8. Lampiran vtttrt
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Daftar  Penyertaan Modal  ( lnvestas i i  Daerah;

Daf tar  Perk i raan Penambahan dan Pengurangan Aset  Tetap Daerah;

Daf tar  Perk i raan Penambahan dan Pengurangan Aset  Lainnya;
Daf tar  Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembal i  dalam Tahun Anggaran in i ;
Daf tar  Dana Cadangan;

Daf tar  Pin jaman Daerah dan Obl igasi  Daerah;

Pasal 5

Wal ikota rnenetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai
Landasan Ooerasional  Pelaksanaan APBK.

Pasal 7

Qanun in i  mula i  ber laku pada tanggal  d iundangkan dan ber laku surut  se jak tanggal  L Januar i  2009.

Agar set iap orang mengetahuinya,  memer intahkan Pengundangan Qanun in i  dengan penempatannya dalam
Ber i ta Daerah.

Di tetapkan d i  Langsa
pada tanggal 1 9  M a r e t  2 0 0 9 M

22 Rabiu l  Awal  1430 H

8 Lampiran Vl l l

9  Lampiran lX

10 Lampiran X

11 Lampiran Xl

L2 Lampiran Xl l
13  Lamp i ran  X l l l

D i u n d a n g k a n  d i

pada tangga l

A LANGSAp

.AL- zuL

Langsa

1 , 9  M a r e t  2 0 0 9 M

22 Rabiu l  Awal  1430 H


